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LAMPIRAN 02 

PEDOMAN PELAKSAAN WAWANCARA 

 

 

 

 



  

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

A.  Rumusan Masalah 

1) Bagaimana peran polisi hutan dalam mencegah tindak pidana illegal 

logging di  Kabupaten Buleleng ? 

2) Bagaimana faktor penghambat dan upaya penanggulangan dalam mencegah 

tindak pidana illegal logging di Kabupaten Buleleng ? 

B.  Pertanyaan Kepada Unit IV Tipidter Polres Buleleng 

A. Peran Polisi Hutan dalam Mencegah Tindak Pidana Illegal logging di 

Kabupaten Buleleng  

1) Apa saja bentuk kegiatan atau strategi preventif yang secara rutin dilakukan 

oleh Polres Buleleng dalam menangani kasus illegal logging?  

2) Sejak tahun 2021 hingga 2025, bagaimana tren dan pola perubahan peran 

polisi hutan di Buleleng? Apakah ada perubahan signifikan dari segi 

pendekatan atau metode?  

3) Bagaimana prosedur operasional standar (SOP) yang dijalankan saat 

melakukan patroli hutan atau tindakan pencegahan lainnya?  

4) Apakah ada sistem pemetaan atau deteksi dini terhadap titik-titik rawan 

pembalakan liar? Jika ya, bagaimana teknis pelaksanaannya?  

5) Sejauh mana personel Polres (khususnya Unit IV Tipidter) memahami dan 

menerapkan ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 

2013 dalam konteks pencegahan?  

 

 



  

 

 

 

6) Apakah dilakukan penyuluhan hukum atau pendekatan persuasif kepada 

masyarakat sekitar kawasan hutan? Bagaimana efektivitas kegiatan 

tersebut?  

7) Bagaimana bentuk kolaborasi antara Polres Buleleng dengan Polisi 

Kehutanan (Polhut) dari instansi kehutanan? Siapa yang menjadi leading 

sector dalam upaya pencegahan?  

8) Bagaimana pelibatan tokoh adat, desa, atau masyarakat lokal dalam 

mendukung pencegahan illegal logging? Apakah ada sistem pengawasan 

berbasis komunitas?  

9) Bagaimana dokumentasi dan pelaporan setiap kegiatan pencegahan 

dilakukan? Apakah tersedia data historis sebagai dasar evaluasi peran 

Polres?  

10) Apa indikator yang digunakan Polres Buleleng untuk menilai keberhasilan 

pencegahan illegal logging? 

B. Faktor Penghambat dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal 

logging di Kabupaten Buleleng 

1) Apa saja hambatan internal yang dihadapi oleh Unit IV Tipidter dalam 

menjalankan pencegahan dan penegakan hukum kasus illegal logging?  

2) Bagaimana kondisi sarana dan prasarana operasional saat ini (misalnya 

jumlah personel, kendaraan patroli, alat komunikasi)?  

3) Apakah ada kendala dalam aspek pembuktian, khususnya dalam proses 

penyidikan atau pengumpulan alat bukti di lapangan?  

 



  

 

 

 

4) Apakah Polres pernah menemukan adanya resistensi, tekanan sosial, atau 

bentuk ancaman dari pelaku atau kelompok masyarakat saat melakukan 

pencegahan?  

5) Menurut hasil pengamatan Polres, apakah terdapat korelasi antara kondisi 

ekonomi masyarakat sekitar hutan dengan keterlibatan mereka dalam illegal 

logging?  

6) Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat lokal dalam praktik illegal 

logging apakah sebagai pelaku utama, kurir, atau hanya bagian dari jaringan 

distribusi? 

7) Apa saja langkah strategis yang sudah dilakukan Polres Buleleng untuk 

mengatasi hambatan pencegahan illegal logging selama lima tahun 

terakhir?  

8) Apakah sudah ada kebijakan atau program kolaboratif lintas sektor (Polres, 

Dinas Kehutanan, LSM, pemerintah daerah) yang terbukti efektif?  

9) Apa rekomendasi dari Polres untuk memperkuat sistem pengawasan hutan 

dan penanggulangan kejahatan kehutanan di Buleleng?  

10) Jika diberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar, strategi atau 

inovasi apa yang ingin dikembangkan oleh Polres Buleleng dalam upaya 

pencegahan illegal logging? 

 


